BUPATI SUMBA BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR  TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG
PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang :

Mengingat

[

KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

bahwa berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa
Tenggara Timur terhadap besaran tunjangan
perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Sumba Barat, perlu mengubah Peraturan Bupati
Sumba Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan
Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Sumba Barat;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan  Peraturan Bupati
Sumba Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan
Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Sumba Barat;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman dan Pengawasan Peyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



Menetapkan :

10.

11.

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2005 Nomor 1)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat
Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pemimpin dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2007 Nomor 3;
Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumba  Barat
Nomor 0001);

Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 16 Tahun 2010
tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat
(Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010
Nomor 17, Seri E Nomor Seri 4);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG
PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 16
Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan
dan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat (Berita Daerah Kabupaten
Sumba Barat Tahun 2010 Nomor 17, Seri E Nomor Seri 4), diubah sebagai

berikut:

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, diubah sehingga berbunyi
sebabgai berikut :



Pasal 6

(1) Besar tunjangan perumahan pimpinan dan aggota DPRD sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 masing-masing sebagai berikut:
a. Pimpinan DPRD sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu

Rupiah).

b. Anggota DPRD sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan
dalam pos DPRD.

(3) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan
berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal I
Penutup

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 25 Agustus Jols

ﬁ Plt. BUPATI SUMBA BARAT,

}

A REKO DETA

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 15 Agustus 20i5
ﬁ, SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN $UMBA BARAT, E,’A

-—
Drs. UMBU DINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2015 NOMOR §



